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Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Walikota Banda Aceh
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh diatur bahwa, Kepala Seksi Bidang
Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas dalam pelaksanaan pengawasan
perparkiran yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Banda Aceh dengan melibatkan juru parkir. Namun kenyataannya pelaksanaan
perparkiran belum berjalan dengan baik dan maksimal serta masih banyak terjadi
pelanggaran terhadap sistem perparkiran.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan parkir
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh,
kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota
Banda Aceh dalam menjalankan tugas pengawasan parkir, dan upaya untuk mengatasi
kendala pelaksanaan parkir di Kota Banda Aceh.
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk
memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan,
buku-buku, bahan internet dan hasil karya ilmiah lain yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian ini serta penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan parkir di Kota
Banda Aceh belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan
yang mengakibatkan sistem parkir belum berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkir
yaitu dari sisi faktor internal, belum adanya pedoman teknis yang tersusun secara rinci
dan dana serta personal yang terbatas. Dari sisi eksternal banyaknya juru parkir yang
memarkirkan kendaraan motor di luar batas garis jalan, sehingga membahayakan
pengguna jalan lain. Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kota Banda Aceh dalam mengatasi kendala yang dihadapi di lapangan
adalah memberikan arahan kepada para petugas terkait belum adanya pedoman teknis
yang tersusun secara terperinci, mengevaluasi sistem perparkiran yang ada pada saat ini
serta memberikan pembinaan kepada juru parkir agar mematuhi peraturan perparkiran
yang ada saat ini.
Diharapkan kepada Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan pengendalian Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, dapat mengefektifkan
peraturan mengenai perparkiran khususnya dalam bidang pengawasan parkir di tepi jalan
umum, sebagai tolak ukur untuk meningkatkan efisiensi kinerja perangkat daerah,
membuat pedoman teknis secara rinci serta mengevaluasi ulang mengenai sistem
perparkiran, sebab melaksanakan tugas pengawasan tidak cukup hanya berpatroli atau
turun ke lapangan saja.
